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URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL 

PENGAWAS PEMERINTAHAN

I. JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

A.
Pembinaan Karier
1. Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pengawas Pemerintahan dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:

1) Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan berdasarkan analisis jabatan dan ditetapkan oleh Instansi Pembina;

2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
4) Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.

b. Mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.

c. Pengangkatan pertama adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pengawas Pemerintahan.

Contoh penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan sebagai berikut:

Aulia berpendidikan S1, bertugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 2 Oktober 2007 dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.M.T.              1 Oktober 2007. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke Tim Penilai dengan angka kredit 100 yang diperoleh dari unsur pendidikan (ijazah S1) saja, dan apabila yang bersangkutan akan menambahkan angka kredit dari prestasi yang diperoleh dari kegiatan Pengawas Pemerintahan selama 2 tahun (2 Oktober 2007 sampai dengan 1 Oktober 2009), maka yang bersangkutan harus mengajukan DUPAK ke Tim Penilai. Jenjang jabatan yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.  

2. Pengangkatan Perpindahan

Pengangkatan perpindahan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu:

1) berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;

2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

3) setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu:

1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
3) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

a) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

b) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama /Inspektorat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

c) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang.

d) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina.

d. Memiliki pengalaman jabatan di unit pengawasan minimal 2 (dua) tahun.

e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

g. Pangkat yang ditetapkan adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
h. Jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.  

Contoh:

Bondan lahir tanggal 10 Oktober 1959, berpendidikan terakhir S1 bidang hukum dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, pada tanggal 1 April 2005 ditugaskan di bagian teknis pada unit pengawasan. Pada bulan April 2007 yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, yang bersangkutan mengajukan DUPAK dengan angka kredit yang diajukan sebesar 100 yang diperoleh dari ijazah S1 bidang hukum ditambah sertifikat Diklat Pengawas Pemerintahan. Bondan kemudian diangkat menjadi Pengawas Pemerintahan dalam jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama T.M.T. 1 Juni 2007 pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b T.M.T. 1 April 2005 dengan angka kredit 100 ditambah sertifikat diklat sesuai PAK.  

Hal tersebut dengan memperhatikan formasi jabatan, formasi pendidikan (kualifikasinya) dan diangkat berdasarkan perolehan angka kreditnya.

3. Kenaikan Jabatan/Pangkat

a. Kenaikan Jabatan

Kenaikan Jabatan bagi Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

2) telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan  setingkat lebih tinggi;

3) telah lulus sertifikasi jabatan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; 

4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
5) tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki. 

b. Kenaikan Pangkat

1) paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam  2 (dua) tahun terakhir; dan

4) masih dalam jenjang jabatan yang sama.

c.
Dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) jika jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jabatan dengan pangkat; dan
2) jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Usul kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan selain melampirkan berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dilampirkan pula salinan sah PAK dan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan atau pangkat fungsional Pengawas Pemerintahan terakhir.

e. Pengawas Pemerintahan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari tugas pokok dan atau pengembangan profesi.

Contoh:

Bambang, golongan/ruang III/b T.M.T. tanggal 1 April 2005 mulai menduduki jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama dengan angka kredit sebesar 180. Tanggal 1 April 2006 Bambang memperoleh angka kredit sebesar 20 sehingga jumlah angka kredit seluruhnya adalah 180 + 20 = 200, angka kredit ini memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan menjadi Pengawas Pemerintahan Muda. Karena untuk naik pangkat ke III/c baru dapat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2007, maka selama menunggu proses kenaikan pangkat, yang bersangkutan dari 1 April 2006 sampai dengan 30 Maret 2007, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dari III/b ke III/c yaitu (20% x 80% x 50 = 8 angka kredit) berasal dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

4. Pembebasan Sementara

Pengawas Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

b. Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

c. Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.

e. Pembebasan sementara bagi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.

f. Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Pengawas Pemerintahan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

2) diberhentikan sementara sebagai PNS;

3) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

4) cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau

5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

g. Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f angka 1, tetap melaksanakan tugas pokok Pengawas Pemerintahan dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.

5. Pengangkatan Kembali

a. Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu:

1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

2) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

3) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

4) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dapat memenuhi angka kredit sesuai yang disyaratkan.

b. Pengawas Pemerintahan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

c. Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

d. Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pegawas Pemerintahan, apabila telah selesai melaksanakan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, dengan ketentuan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

e. Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya, dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan.

f. Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.

g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan.

6.
Pemberhentian Dari Jabatan

a. Pejabat yang berwenang memberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat yang berwenang mengangkat Pengawas Pemerintahan.

b. Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu: 
a) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

b) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

c) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.


tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
c. Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan.

7. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan Sementara, Mengangkat Kembali, Memindahkan, Memberhentikan, dan Menetapkan Kenaikan Pangkat

a. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, mengangkat kembali, memindahkan, dan memberhentikan Pengawas Pemerintahan adalah:

1) Pejabat yang mengangkat, membebaskan sementara, mengangkat kembali, memindahkan, dan memberhentikan Pengawas Pemerintahan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri/Menteri Negara/Jaksa Agung/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan/Kepala Kepolisian Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat satu tingkat di bawahnya yang menangani urusan kepegawaian di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pengawas Pemerintahan.

b. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pengawas Pemerintahan 

1) Presiden menetapkan Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota melalui Gubernur. 

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

5) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Provinsi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat satu tingkat di bawahnya yang menangani urusan kepegawaian di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat.

c.
Mekanisme Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan  Kembali, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat.

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan  Kembali, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat diusulkan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja Pengawasan kepada pejabat yang berwenang.
8. Unsur-Unsur Yang Terkait Dalam Pembinaan Karier

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembinaan karier Pengawas Pemerintahan, terdapat pihak-pihak/unsur-unsur yang terkait dalam kelancaran karier Pengawas Pemerintahan, yaitu:

a. Atasan langsung Pengawas Pemerintahan dan/atau ketua kelompok yang merupakan pihak/unsur pemberi tugas kegiatan dan pemantau hasil kerja Pengawas Pemerintahan.

b. Tim Penilai, sebagai pihak/unsur yang menilai prestasi kerja yang diajukan oleh Pengawas Pemerintahan sebagai dasar kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.

c. Komite Sertifikasi, sebagai pihak/unsur yang memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan kepada Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

d. Bagian Kepegawaian, sebagai pihak/unsur yang memproses administrasi kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan.

Pihak-pihak/unsur-unsur satu sama lain berkaitan dan agar diperoleh pola pembinaan karier Pengawas Pemerintahan secara objektif, maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dalam menjabarkan pemahaman pengertian masing-masing kegiatan yang tertuang dalam acuan/pedoman yang ada dan harus diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

9. Peningkatan Kemampuan

a. Tujuan

Pada hakekatnya seorang Pengawas Pemerintahan mengikuti suatu program peningkatan kemampuan bertujuan:

1) Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta keahlian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pengawas Pemerintahan, untuk masa sekarang maupun masa akan datang;

2) Untuk memperoleh bekal pengetahuan atau keterampilan/keahlian dalam rangka menghadapi suatu peralihan tugas/jabatan di masa yang akan datang, seperti alih tugas menjadi pejabat struktural; dan
3) Untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan/pangkat, pindah jabatan ataupun melaksanakan tugas tertentu.

b.
Jenis Program

1) Pendidikan dan pelatihan

a) Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan/keahlian dasar fungsional Pengawas Pemerintahan sebagai bekal bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemerintahan.

b) Pendidikan dan pelatihan teknis Pengawas Pemerintahan bertujuan memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.

2) Pendidikan formal di perguruan tinggi

a) Pengawas Pemerintahan dapat mengikuti pendidikan formal pada jurusan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengawasan di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme.

b) Pengawas Pemerintahan dapat mengikuti pendidikan yang tidak berkaitan dengan bidang pengawasan di perguruan tinggi, sepanjang bidang pengetahuan dan keterampilannya bermanfaat bagi pelaksanaan tugasnya sebagai Pengawas Pemerintahan dan dihargai sebagai unsur penunjang.

3) Latihan kerja di dalam dan luar negeri

Latihan kerja dilakukan pada unit-unit kerja terkait di dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kompetensi Pengawas Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

4) Mengikuti pertemuan ilmiah

Pertemuan ilmiah di bidang pengawasan yang dapat diikuti Pengawas Pemerintahan baik di dalam maupun luar negeri meliputi:



a)
Konferensi;



b)
Seminar;
c) Lokakarya;

d) Simposium;

e) Diskusi panel, dan sejenisnya.

5) Studi banding dan peninjauan

Studi banding dan peninjauan dapat diikuti oleh Pengawas Pemerintahan. Pengawas Pemerintahan yang melakukan studi banding dan peninjauan harus mempunyai surat tugas dari pimpinan yang berwenang.

10. Pengelompokan

Dalam rangka efektifitas pembinaan kualitas dan kompetensi Pengawas Pemerintahan, Kepala Unit Pengawasan mengelompokkan Pengawas Pemerintahan dalam kelompok bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan. Masing-masing kelompok diketuai oleh Pengawas Pemerintahan senior yang berwenang untuk mengusulkan dan mengkoordinasikan penugasan Pengawas Pemerintahan. 
Pengelompokan tersebut dimaksudkan agar masing-masing Pengawas Pemerintahan mampu menguasai bidang tertentu secara lebih fokus dan tidak terlalu umum. Kebijakan pengelompokkan menjadi kewenangan Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota. Contoh pengelompokkan Pengawas Pemerintahan sebagai berikut:

a.
Kelompok bidang pemerintahan, diarahkan untuk lebih menguasai materi yang terkait aspek kebijakan daerah, keuangan daerah, urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, ketenagakerjaan, statistik, kearsipan, perpustakaan, pelayanan dasar minimal, dan tampung tantra.

b.
Kelompok bidang pembangunan, diarahkan untuk lebih menguasai aspek pengelolaan barang daerah, urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan pariwisata.

c.
Kelompok bidang kemasyarakatan, diarahkan untuk lebih menguasai aspek aparatur dan kelembagaan daerah, urusan pemerintahan bidang kesehatan, pendidikan, sosial,  pemuda dan olah raga, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan kebudayaan.
11.Tim Mandiri

Pada hakekatnya pelaksanaan tugas pengawasan pada unit pengawasan dilakukan oleh suatu tim pengawas yang bekerja secara mandiri. Namun demikian masing-masing anggota tim tetap mempunyai tanggung jawab atas hasil kegiatan sesuai dengan kewenangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Tim Pengawas Mandiri terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim yang dalam melaksanakan tugas tim tersebut disupervisi oleh Inspektur/Inspektur Pembantu Wilayah atau Pengawas Pemerintahan senior yang mendapat delegasi dari Inspektur/Inspektur Jenderal. Ketua Tim mempunyai pangkat dan jabatan lebih tinggi dari anggotanya. 

Supervisi melaksanakan tugas untuk mereviu hasil pengawasan oleh Tim Pengawas dan melakukan pembinaan kepada Tim.

Ketua Tim mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan Anggota Tim sehingga hasil pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Tim secara kolektif menjadi satu kesatuan hasil pengawasan. Di samping fungsi koordinasi, Ketua Tim juga melaksanakan tugas pengawasan sesuai kewenangannya.

Anggota Tim mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya dan dikoordinasikan dalam suatu tim.  

B.
Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan/Ruang dan Angka Kredit

	No.
	Jabatan
	Pangkat, 

Golongan/Ruang
	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan

	
	
	
	Kumulatif Minimal
	Per Jenjang

	A.
	Pengawas Pemerintahan Pertama
	1. Penata Muda (III/a)

2. Penata Muda Tingkat I (III/b)
	100

150
	50

	B.
	Pengawas Pemerintahan Muda
	1. Penata (III/c)

2. Penata Tingkat I (III/d)
	200

300
	100

	C.
	Pengawas Pemerintahan Madya
	1. Pembina (IV/a)

2. Pembina Tingkat I (IV/b)

3. Pembina Utama Muda (IV/c)


	400

550

700
	150


C. Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit

1. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak)

a. Lampiran – Lampiran Dupak
Dupak yang diajukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1) Surat pengantar/surat permohonan dari pejabat pengusul.

2) Surat tugas, yang dibedakan yaitu:

a) Surat tugas bagi Pengawas Pemerintahan yang akan melaksanakan/mengerjakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas cukup satu yang dibuat dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.

b) Surat tugas yang juga berfungsi sebagai Rencana Kerja yang dibuat oleh masing-masing Pengawas Pemerintahan. 

c) Surat tugas limpah bagi Pengawas Pemerintahan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya. 

d) Surat tugas bagi Pengawas Pemerintahan yang mengerjakan suatu paket kegiatan tertentu dan atau yang dikerjakan di luar jam kerja.

e) Surat tugas bagi Pengawas Pemerintahan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan.

3) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang dimaksud adalah formulir yang terdapat pada Lampiran III, IV dan V Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan Kepala Bidang atau atasan langsung. Setiap butir kegiatan dan prestasi yang dimuat pada DUPAK, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang sesuai. 
4) Bukti fisik hasil kegiatan

Setiap butir kegiatan yang dikerjakan oleh Pengawas Pemerintahan dan diusulkan dalam Dupak, harus disertai bukti fisik prestasi.
5) Salinan/Copy Penetapan Angka Kredit (PAK) Terakhir 

b. Pengisian Dupak
1) Formulir Dupak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A sampai dengan Lampiran I C Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

2) Nomor yang diisi adalah nomor registrasi berkas Dupak di instansi pengusul.

3) Masa penilaian, diisi tanggal mulai dan berakhirnya pencapaian prestasi yang dilaporkan, yang dihitung angka kreditnya dan dituangkan dalam Dupak.

4) Keterangan perorangan, diisi dengan data Pengawas Pemerintahan yang mengajukan Dupak.

5) Unsur yang dinilai, terdiri dari:

a) Unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan. Untuk memudahkan penilaian, nomor urut butir kegiatan yang dicantumkan dalam Dupak adalah sama dengan nomor urut butir-butir kegiatan dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

b) Angka kredit menurut instansi pengusul dan tim penilai.

Pengawas Pemerintahan mengisi kolom instansi pengusul dengan data sebagai berikut:

(1) Lama, diisi dengan angka kredit yang sudah dimiliki sekarang berdasarkan PAK terakhir;

(2) Baru, diisi dengan angka kredit yang diusulkan dan dicapai selama masa penilaian; dan
(3) Jumlah, penjumlahan antara angka kredit yang lama dengan angka kredit yang baru atau yang diusulkan.
6) Masing-masing kelompok unsur/sub unsur dijumlahkan ke bawah, meliputi:

a) pendidikan;

b) pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;

c) pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d) pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

e) pengawasan untuk tujuan tertentu;

f) evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;

g) pengembangan Profesi Pengawas Pemerintahan; dan
h) penunjang tugas Pengawas Pemerintahan.

Unsur utama huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas dijumlahkan tersendiri dengan maksud melihat keproporsionalan antara unsur utama dan unsur penunjang. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) unsur penunjang.


7)
Lampiran bahan yang dinilai

Lampiran Pendukung Dupak (Kolom III, sisipan Lampiran I Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya) yang berisi:

a) Sisi kiri diisi daftar dari semua bahan, bukti fisik dan dokumen lainnya yang dilampirkan.

b) Sisi kanan bawah diisi:

(1) Tanggal Dupak diajukan/diusulkan.

(2) Tanda tangan, nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai pejabat pengusul.


8)
Kolom IV (Catatan Pejabat Pengusul), berisi:

a) Sisi kiri diisi dengan catatan pejabat pengusul.

b) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai, tanda tangan,  nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai pejabat pengusul.

9) Kolom V (Catatan Anggota Tim Penilai), berisi:

a) Sisi kiri diisi dengan catatan anggota tim penilai.

b) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai, tanda tangan,  nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai tim penilai I dan II.

10) Kolom VI (Catatan Ketua Tim Penilai), berisi:

a) Sisi kiri diisi dengan catatan ketua tim penilai.

b) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai, tanda tangan,  nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai ketua tim penilai.

c. Pengajuan Usul Penilaian Dupak
Tata cara pengusulan Dupak adalah proses pelaksanaan pengusulan Dupak yang diawali dari Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan sampai Dupak tersebut diterima oleh tim penilai. Proses pengusulan Dupak adalah sebagai berikut:

1) Pengawas Pemerintahan

Dupak yang telah diisi dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, selanjutnya ditandatangani oleh Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan. Dupak tersebut setelah diperiksa dan diparaf oleh ketua kelompok/koordinator dan atau pimpinan unit kerja disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penilaian Dupak untuk disetujui, ditandatangani dan seterusnya diajukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.



2)
Pejabat Pengusul Dupak
a) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, diajukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal /Sekretaris Inspektorat Utama/Inspektur/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/ Kota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

b) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, diajukan oleh Sekretaris Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

c) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.

d) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi, diajukan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi.

e) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota diajukan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi.

f) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota, diajukan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Kabupaten/Kota.

2. Penerimaan Dupak Oleh Tim Penilai

Dupak yang diterima tim penilai, melalui sekretariat tim penilai diteliti kelengkapannya. Dupak yang tidak lengkap dimintakan kelengkapannya pada Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan.

Berkas Dupak yang diterima tim penilai diregistrasi pada buku agenda dengan mencantumkan:

a. nama Pengawas Pemerintahan;
b. pejabat yang mengusulkan;
c. tanggal pengajuan;
d. tanggal diterima; dan
e. keterangan lain yang diperlukan. 
3. Persyaratan Dalam Perhitungan Angka Kredit

Angka kredit diperlukan untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk menentukan jenjang jabatan sebagai Pengawas Pemerintahan; kenaikan jabatan/pangkat dalam jabatan Pengawas Pemerintahan; pengangkatan kembali bagi Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Pemerintahan; dan Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok pengembangan profesi.

a. Penghitungan Angka Kredit 

Angka kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan Pengawas Pemerintahan diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja masing-masing butir kegiatan dikalikan dengan satuan angka kredit yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.


Contoh :

Syarif, SH, Pengawas Pemerintahan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, mengerjakan butir kegiatan melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan. Angka kredit yang diperoleh Syarif adalah 1 butir kegiatan x 0,08 = 0,08 untuk butir kegiatan Melakukan Pengawasan Kemampuan Kelembagaan.

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Pemerintahan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Lampiran IIA, IIB dan IIC Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Unsur kegiatan pendidikan, pengembangan profesi dan penunjang boleh dilakukan oleh semua jenjang jabatan sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

b. Masa penilaian angka kredit

Masa penilaian angka kredit adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengawas Pemerintahan di bidang pengawasan yang dicantumkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (Dupak).


Masa penilaian angka kredit dihitung sebagai berikut:

1) Sejak yang bersangkutan bekerja sebagai Pengawas Pemerintahan (bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Pemerintahan).

2) Sejak masa penilaian yang tercantum dalam PAK terakhir untuk:

a) pengangkatan pertama dalam jabatan Pengawas Pemerintahan;
b) kenaikan jabatan/pangkat; dan
c) pengangkatan kembali Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Pemerintahan.


Contoh:

Masa penilaian angka kredit yang diajukan sebelumnya tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2003, sehingga untuk masa penilaian berikutnya adalah mulai tanggal 1 Januari 2004. 


c.
Penilaian Angka Kredit

Pelaksanaan penelitian dan penilaian angka kredit dimulai sejak Dupak diterima oleh sekretariat tim penilai sampai dengan diterbitkannya PAK.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan sebagai berikut:

1) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

2) Perbandingan angka kredit antara unsur utama dan unsur penunjang adalah sebagai berikut:

a) paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

b) paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

3) Tugas Limpah

a) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut setelah mendapatkan surat penugasan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

b) Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.


Contoh:

Sofie, Pengawas Pemerintahan Muda berdasarkan surat penugasan yang bersangkutan melakukan kegiatan melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Karena kegiatan tersebut seharusnya merupakan tugas Pengawas Pemerintahan Madya, berdasarkan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, angka kredit yang diterima Sofie yaitu : 80% x 1 x 0,24 = 0,192.

c) Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

4) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

5) Penilaian terhadap prestasi kerja Pengawas Pemerintahan yang akan mengalami kenaikan jabatan/pangkat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

6) Pengawas Pemerintahan yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

7) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

8) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. 

D. Tim Penilai Angka Kredit

1.
Tugas Tim Penilai


Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan terdiri dari:

a. Tim Penilai Pusat 

Tim Penilai Pusat adalah Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat yang bertugas: 

1) membantu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;

2) membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2). 

b. Tim Penilai Instansi

Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas: 
1) membantu Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
2) memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat; dan

3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2). 

c. Tim Penilai Provinsi 

Tim Penilai Provinsi adalah Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi yang bertugas: 
1) membantu Inspektur Provinsi untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan  Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota;

2) memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat; dan

3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2). 
d. Tim Penilai Kabupaten/Kota 

Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas: 

1) membantu Inspektur Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota;

2) memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di Inspektorat Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai Pusat; dan

3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2). 


e.
Sekretariat Tim Penilai

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional membidangi kepegawaian. Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

2. Susunan Keanggotaan Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari: 
a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

3. Pembentukan Tim Penilai
a. Syarat Pengangkatan Anggota Tim Penilai 

Syarat untuk diangkat menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota:

1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai dengan ketentuan:

a) Tim Penilai dari Pengawas Pemerintahan sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan/pangkat setingkat Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk Tim Penilai Pusat; dan
b) Tim Penilai dari Pengawas Pemerintahan sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan/pangkat setingkat Pengawas Pemerintahan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

2) Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan

Keahlian untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan diklat tim penilai jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dimana kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

3) Dapat aktif melakukan penilaian 

Dalam hal anggota Tim Penilai dari unsur Pengawas Pemerintahan tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.

b. Ketentuan Pembentukan

1) Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibentuk apabila lembaga yang bersangkutan telah memiliki Pengawas Pemerintahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

2) Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi Pengawas Pemerintahan yang dinilai.

3) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.


Caranya:

Pejabat yang berwenang mengusulkan Dupak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, mengajukan surat permohonan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan yang menjadi wewenangnya kepada Ketua Tim Penilai Provinsi lain/Tim Penilai Instansi atau kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan dilampiri Dupak dan kelengkapannya.

4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

5) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi tembusan keputusan pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

c. Masa Jabatan Tim Penilai

1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

2) Apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan; dan
3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

d. Penggantian Anggota Tim Penilai

1) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan
2) Dalam  hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

e. Pejabat Yang Mengangkat dan Memberhentikan Tim Penilai

1) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk Tim Penilai Pusat;

2) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk Tim Penilai Instansi;

3) Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

4) Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

f. Sekretariat Tim Penilai

1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional membidangi kepegawaian.

2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

g. Tim Penilai Teknis

1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

2) Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

4. Anggaran Tim Penilai
Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tim penilai masing-masing adalah:

a. Tim Penilai Pusat dibebankan kepada anggaran Kementerian Dalam Negeri;

b. Tim Penilai Instansi dibebankan kepada anggaran instansi yang membentuk Tim Penilai Instansi;

c. Tim Penilai Provinsi dibebankan kepada anggaran pemerintah Provinsi; dan
d. Tim Penilai Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pemerintah Kabupaten/Kota.

E. Penilaian Angka Kredit Kegiatan


Unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan yang dinilai terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang yang masing-masing meliputi:

1.
Penilaian Unsur Utama

a. Pendidikan
Pendidikan dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, meliputi:

1) Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah adalah lulus pendidikan fomal di perguruan tinggi yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional. Ijazah yang dapat dinilai, adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dikeluarkan dari sekolah/perguruan tinggi negeri/swasta, dari dalam negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui sederajat.

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah yang dinilai, meliputi:

a) S 1/Diploma IV;

b) S 2/Pasca Sarjana; dan
c) S 3/Doktor.

Satuan hasil : Ijazah

Bukti Fisik

Foto copi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau pejabat yang berwenang.


Pemberian angka kredit :

Berdasarkan rincian kegiatan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,nilai angka kredit yang diberikan :

a) Ijazah S 1/Diploma IV dinilai 100 angka kredit.

b) Ijazah S 2 dinilai 150 angka kredit.

c) Ijazah S 3 dinilai 200 angka kredit.

2) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau sertifikat, meliputi :

a) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya         10 – 30 jam;

b) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya          31 – 80 jam;

c) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya          81 – 160 jam;

d) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya  161 – 480 jam;

e) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya  481 – 640 jam;

f) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya  641 – 960 jam; dan

g) Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/ fungsional yang lamanya lebih dari 960 jam.

Satuan hasil : STTPP/Sertifikat

Bukti Fisik

Foto copi STTPP/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang.

Pemberian angka kredit:

a) Berdasarkan rincian kegiatan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

b) Pendidikan dan pelatihan yang dapat dinilai adalah diklat yang belum penah diajukan untuk penilaian.

Sebagai Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis di bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi lain.  

3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan atau sertifikat.

Satuan hasil : STTPP/Sertifikat

Bukti Fisik

Foto copi STTPP/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang.

Pemberian angka kredit :

a) Berdasarkan rincian kegiatan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

b) Pendidikan dan pelatihan prajabatan yang dapat dinilai adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk golongan III.

b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan
Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:

(a) Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan.


Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:

a) Urusan Wajib

(1) Melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian Penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam:

(a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
(Angka kredit 0,4. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)



(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)



Satuan hasil : Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)



Satuan hasil : Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(d) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)



(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)



Satuan hasil : Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA)



(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)



Satuan hasil : Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(f) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)



(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)



Laporan Hasil Pengawasan



Satuan hasil : Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(2)
Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK


(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Urusan Pilihan

(1)
Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap:

(a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

(Angka kredit 0,4. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan
(b) Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(d) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(f) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK atas pembinaan pelaksanaan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat.


(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

Kegiatan yang merupakan satu kesatuan rangkaian/tahapan beberapa kegiatan atau sub kegiatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) orang, maka pengajuan bukti fisik hasil kegiatan tersebut cukup berupa satu surat tugas dan satu laporan paket kegiatan. Laporan perlu didukung atau dilampiri bukti fisik dari masing-masing hasil butir kegiatan yang disahkan oleh yang memberi tugas. Perhitungan angka kreditnya merupakan jumlah kumulatif dari hasil kinerja seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
(b) Pelaksanaan atas urusan pemerintahan.


Kegiatan Pelaksanaan atas urusan pemerintahan, meliputi:

a) Administrasi Umum

(1) Melakukan pengawasan Kemampuan kelembagaan


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil : Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(2) Melakukan pengawasan Kebijakan Keuangan daerah/negara


(Angka kredit 0,48. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil : Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(3) Melakukan pengawasan Barang/Asset Daerah

(Angka kredit 0,45. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil : Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

b) Substantif Urusan Pemerintahan

(1) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang:

· Kependudukan dan catatan sipil.


(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil
:
Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

· Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil
:
Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

· Otonomi daerah dan pemerintahan umum, meliputi:

(a) Otonomi Daerah


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Pemerintahan Umum


(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Kebijakan Administrasi Keuangan Daerah


(Angka kredit 0,3. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Perangkat Daerah


(Angka kredit 0,14. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(e) Persandian


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

(a) Pemerintahan desa dan kelurahan


(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Penguatan Kelembagaan


(Angka kredit 0,48. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

-
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan, meliputi:

(a) Sosial Budaya Masyarakat

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

-
Pendidikan, meliputi:

(a) Kebijakan dan Standar

(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Kebijakan Pembiayaan

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Kurikulum

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(d) Kebijakan Sarana dan Prasarana

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(e) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(f) Pengendalian Mutu Pendidikan

(Angka kredit 0,48. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Kesehatan, meliputi:

(a) Upaya Kesehatan


(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

(Angka kredit 0,22. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Sumber Daya Manusia Kesehatan

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(d) Obat dan Perbekalan Kesehatan

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(e) Pemberdayaan Masyarakat

(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(f) Manajemen Kesehatan

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi:

(a) Kepemudaan

(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Olah Raga

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Ketenagakerjaan, meliputi:

(a) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Pembinaan SDM


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(e) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri


(Angka kredit 0,3. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(f) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


(Angka kredit 0,21. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(g) Pembinaan Ketenagakerjaan

(Angka kredit 0,14. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(h) Pengelolaan Umum

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Ketahanan Pangan, meliputi:

(a) Ketahanan Pangan


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Keamanan Pangan


(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Pengelolaan Umum

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

· Perhubungan, meliputi:

(a) Perhubungan Darat

(Angka kredit 0,11. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Perkeretaapian

(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Perhubungan Laut

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan
(d) Perhubungan Udara

(Angka kredit 0,32. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Komunikasi dan Informatika, meliputi:

(a) Pos dan Telekomunikasi

(Angka kredit 0,09. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

· Sosial, meliputi:

(a) Kebijakan Bidang Sosial


(Angka kredit 0,32. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Perencanaan Bidang Sosial


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Kerjasama Bidang Sosial


(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Pembinaan Bidang Sosial


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(e) Identifikasi dan Pengawasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(f) Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(g) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(h) Pengawasan Bidang Sosial


(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(i) Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(j) Sarana dan Prasarana Sosial


(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(k) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(l) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(m) Penganugerahan Tanda Kehormatan


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(n) Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

· Pekerjaan Umum, meliputi:

(a) Sumber Daya Air


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Bina Marga


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Perkotaan dan Pedesaan


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Air Minum


(Angka kredit 0,11. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(e) Air Limbah


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(f) Persampahan


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(g) Drainase


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(h) Permukiman


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(i) Bangunan Gedung dan Lingkungan


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(j) Jasa Konstruksi


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(k) Penataan Ruang


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang:

· Kelautan dan Perikanan, meliputi:

(a) Kelautan

(Angka kredit 0,11. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(b) Umum

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Perikanan Tangkap


(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Perikanan Budidaya


(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(e) Pengawasan dan Pengendalian


(Angka kredit 0,27. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(f) Pengelolaan Pemasaran


(Angka kredit 0,09. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(g) Penyuluhan dan Pengendalian


(Angka kredit 0,09. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Pertanian, meliputi:

(a) Tanaman pangan dan hortikultura


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Perkebunan


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(c) Peternakan dan kesehatan hewan


(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Penunjang


(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

· Kehutanan, meliputi:

(a) Inventarisasi hutan


(Angka kredit 0,07. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(b) Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru


(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(c) Kawasan hutan dengan tujuan khusus


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(d) Penataan kawasan hutan


(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(e) Pembentukan wilayah pengelolaan hukum


(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(f) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP)


(Angka kredit 0,48. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(g) Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP)

(Angka kredit 0,15. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(h) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP)

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(i) Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(j) Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi

(Angka kredit 0,15. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(k) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(l) Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi


(Angka kredit 0,08. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(m) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL)

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(n) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit (KPHL)


(Angka kredit 0,15. Pengawas Pemerintahan Madya)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(o) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit (KPHL)


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(p) Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung

(Angka kredit 0,28. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(q) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung

(Angka kredit 0,15. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(r) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung


(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)


Satuan hasil :  Laporan


Bukti Fisik


Laporan Hasil Pengawasan

(s) Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(t) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)

(Angka kredit 0,15. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(u) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit (KPHK)

(Angka kredit 0,15. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(v) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHK)

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(w) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(x) Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(y) Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(z) Pengelolaan taman hutan raya

(Angka kredit 0,07. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(aa) Rencana kehutanan

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ab) Sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial)

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ac) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ad) Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi

(Angka kredit 0,09. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ae) Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi

(Angka kredit 0,05. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(af) Industri pengelolaan hasil hutan

(Angka kredit 0,05. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ag) Penatausahaan hasil hutan

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ah) Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)


Satuan hasil :  Laporan



Bukti Fisik



Laporan Hasil Pengawasan

(ai) Penerimaan negara bukan bidang kehutanan

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(aj) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ak) Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(al) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(am) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(an) Reklamasi hutan areal bencana alam

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ao) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ap) Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(aq) Hutan kota

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ar) Perbenihan tanaman hiasan

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(as) Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(at) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(au) Lembaga konservasi

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(av) Perlindungan hutan

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(aw) Penelitian dan pengembangan kehutanan

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ax) Pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ay) Penyuluhan kehutanan

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(az) Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(ba) Pengawasan bidang kehutanan

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(bb) Penebangan/penanaman/pemungutanhasil hutan

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(bc) Pengangkatan petugas pembuat LHP

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

· Perindustrian, meliputi:

(a) Perizinan

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Usaha industri

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Fasilitas industri

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(d) Perlindungan usaha industri

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(e) Perencanaan dan program

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(f) Pemasaran

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(g) Teknologi

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(h) Standarisasi

(Angka kredit 0,18. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(i) Sumber daya manusia

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(j) Permodalan

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(k) Lingkungan hidup

(Angka kredit 0,06. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(l) Kerjasama industri

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(m) Kelembagaan

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(n) Sarana dan prasarana

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(o) Data industri

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(p) Pengawasan industri

(Angka kredit 0,21. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(q) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

(Angka kredit 0,07. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Perdagangan, meliputi:

(a) Perdagangan dalam negeri

(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(b) Metrologi legal

(Angka kredit 0,12. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Perdagangan luar negeri

(Angka kredit 0,21. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(d) Kerjasama perdagangan internasional

(Angka kredit 0,28. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(e) Pengembangan ekspor nasional

(Angka kredit 0,21. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(f) Perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang

(Angka kredit 0,07. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

-
Transmigrasi, meliputi:

Kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan

(Angka kredit 0,72. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

· Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:

(b) Mineral, batubara, panas bumi dan air tawar

(Angka kredit 0,1. Pengawas Pemerintahan Pertama)



Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Geologi

(Angka kredit 0,2. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(c) Ketenagakerjaan

(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(d) Pendidikan dan pelatihan

(Angka kredit 0,16. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

c. Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Kegiatan Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:

1) Pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:

a)
Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang:

(1)
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(2) Pajak Daerah

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(3) Restribusi Daerah

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

(4) Tata Ruang Daerah

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b)
Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(Angka kredit 0,42. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

2) Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:

a) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Kegiatan Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi:

1) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi,   meliputi:

a) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

(Angka kredit 0,56. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

(Angka kredit 0,42. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

2) Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa, meliputi:

a) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan

(Angka kredit 0,28. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan

(Angka kredit 0,14. Pengawas Pemerintahan Pertama)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

e. Pengawasan untuk tujuan tertentu


Kegiatan Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:

1) Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah, meliputi:

a) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur

(Angka kredit 1,8. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota

(Angka kredit 1,8. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

2) Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat, meliputi:

a) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang

(Angka kredit 0,96. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat

(Angka kredit 0,48. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

c) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme

(Angka kredit 0,72. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan


Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

a) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi

(Angka kredit 0,96. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil : Laporan

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota

(Angka kredit 0,72. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

2)
Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah,  meliputi:

a) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi

(Angka kredit 0,96. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota

(Angka kredit 0,72. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

3) Evaluasi daerah otonomi baru, meliputi:

a) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi

(Angka kredit 0,96. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota

(Angka kredit 0,72. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

4) Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa, meliputi:

a) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya

(Angka kredit 0,72. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya

(Angka kredit 0,48. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

5) Evaluasi laporan akuntabilitas, meliputi:

a) Komponen Kementerian

(Angka kredit 0,36. Pengawas Pemerintahan Madya)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

b) SKPD di Provinsi

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

c) SKPD di Kabupaten/Kota

(Angka kredit 0,24. Pengawas Pemerintahan Muda)

Satuan hasil :  Laporan

Bukti Fisik

Laporan Hasil Pengawasan

g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan

Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:

1) Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

a) Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan.

(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

(Angka kredit 12,50 untuk setiap judul buku yang diterbitkan secara nasional. Semua Jenjang)

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Konsep buku dan buku yang sudah diterbitkan.

(2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

(Angka kredit 12,50 untuk setiap artikel yang dimuat. Semua Jenjang)

Satuan hasil : naskah

Bukti Fisik

Konsep artikel dan majalah yang memuat artikel dimaksud.

b) Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.

(1) Dalam bentuk buku

(Angka kredit 8,00. Semua Jenjang)

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Konsep buku dan silabus yang memuat buku tersebut sebagai salah satu referensi.

Karya tulis/ilmiah ,hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan, hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan sebagai bahan diklat pengawasan pemerintahan daerah atau mata kuliah lain di luar diklat pengawasan pemerintahan daerah.

(2) Dalam majalah ilmiah

(Angka kredit 4,00. Semua Jenjang)

Satuan hasil : naskah

Bukti Fisik

Konsep naskah dan silabus yang memuat majalah dimaksud sebagai salah satu referensi.

Majalah yang tidak dipublikasikan, hanya dapat dinilai apabila majalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan diklat pengawasan pemerintahan daerah atau mata kuliah lain di luar diklat pengawasan pemerintahan daerah.

c) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan.

(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

(Angka kredit 7,00 untuk setiap judul buku yang diterbitkan secara nasional. Semua Jenjang)

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Konsep buku dan buku yang sudah diterbitkan.

(2) Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

(Angka kredit 3,50 untuk setiap artikel yang dimuat. Semua Jenjang)

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Konsep artikel dan majalah yang memuat artikel dimaksud.

d) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.

(1) Dalam bentuk buku

(Angka kredit 2,50. Semua Jenjang)

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Konsep buku dan silabus yang memuat buku tersebut sebagai salah satu referensi.

Karya tulis/ilmiah ,hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan, hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan sebagai bahan diklat pengawasan pemerintahan daerah atau mata kuliah lain di luar diklat pengawasan pemerintahan daerah.

(2) Dalam bentuk makalah

(Angka kredit 2,50. Semua Jenjang)

Satuan hasil : naskah

Bukti Fisik

Konsep naskah dan silabus yang memuat majalah dimaksud sebagai salah satu referensi.

Majalah yang tidak dipublikasikan, hanya dapat dinilai apabila majalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan diklat pengawasan pemerintahan daerah atau mata kuliah lain di luar diklat pengawasan pemerintahan daerah.

2) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah.

(Angka kredit 6,5. Semua Jenjang)

Satuan hasil : 

Bukti Fisik

3) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah, meliputi:

a) Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan:

(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

(Angka kredit 7,00 untuk setiap judul buku yang diterbitkan secara nasional. Semua Jenjang)

Angka kredit sebesar 7,00 diberikan untuk setiap buku saduran yang diterbitkan. Penyunting buku tidak mendapatkan angka kredit.

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Buku saduran yang telah diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

(2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

(Angka kredit 3,50 untuk setiap artikel yang dmuat. Semua Jenjang)

Angka kredit sebesar 3,50 diberikan untuk setiap makalah saduran yang diterbitkan.

Satuan hasil : naskah

Bukti Fisik

Konsep makalah saduran dan majalah yang memuat makalah saduran tersebut.

b) Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan:

(1) Dalam bentuk buku

(Angka kredit 3,00. Semua Jenjang)

Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

- 
Buku saduran dan silabus yang memuat buku dimaksud sebagai salah satu referensi.

-
Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang melegalisir silabus dimaksud.

Buku terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan, hanya dapat dinilai apabila buku tersebut digunakan sebagai salah satu referensi kegiatan pendidikan dan latihan. Angka kredit sebesar 3,00 diberikan untuk setiap buku saduran yang tidak diterbitkan.

(2) Dalam bentuk makalah

(Angka kredit 1,50. Semua Jenjang)

Satuan hasil : naskah

Bukti Fisik

-
Makalah saduran dan daftar hadir seminar atau silabus yang memuat majalah dimaksud sebagai salah satu referensi.

-
Surat Keterangan dari perguruan tinggi/penyelenggara diklat dalam bidang pengawas pemerintahan daerah yang dapat melegalisir silabus dimaksud.

Makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan, hanya dapat dinilai apabila makalah tersebut diseminarkan atau digunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan pendidikan dan latihan. Angka kredit sebesar 1,50 diberikan untuk setiap makalah terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan

4) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah:

Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengawas pemerintahan daerah

(Angka kredit 2,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : buku

Bukti Fisik

Buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengawas pemerintahan daerah yang telah disahkan.

5) Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh:

Kegiatan studi banding di bidang pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh

(Angka kredit 0,20. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan

Bukti Fisik

Laporan tertulis studi banding dimaksud.

6) Bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri.


Bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri, meliputi:

Peran serta dalam pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah, sebagai:

a) Nara sumber/pembahas/moderator

(Angka kredit 1,00. Semua Jenjang)

Satuan hasil : sertifikat

Bukti Fisik

Sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan di kantor sendiri yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

b) Peserta

(Angka kredit 0,50. Semua Jenjang)

Satuan hasil : sertifikat

Bukti Fisik

Sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan di kantor sendiri yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

7) Ekspose hasil pengawasan.

Ekspose hasil pengawasan, meliputi:

Peran serta dalam pelaksanaan ekspose hasil pengawasan, sebagai:

a) Penyaji

(Angka kredit 0,75. Semua Jenjang)

Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik

Laporan hasil ekspose.

b) Moderator

(Angka kredit 0,50. Semua Jenjang)

Satuan hasil : laporan

Bukti Fisik

Laporan hasil ekspose.

c) Peserta

(Angka kredit 0,25. Semua Jenjang)

Satuan hasil : laporan

Bukti Fisik

Laporan hasil ekspose.

8) Peran serta dalam kelompok kerja.

Peran serta dalam kelompok kerja, meliputi:

Peran serta dalam Peran serta dalam pelaksanaan kelompok kerja, sebagai:

a) Ketua

(Angka kredit 0,75. Semua Jenjang)

Satuan hasil : laporan

Bukti Fisik

Laporan hasil kegiatan dari kelompok kerja.

b) Anggota

(Angka kredit 0,50. Semua Jenjang)

Satuan hasil : laporan

Bukti Fisik

Laporan hasil kegiatan dari kelompok kerja.
2.
Penilaian Unsur Penunjang




Penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi:

a.
Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang Pengawas Pemerintahan, meliputi:

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawas Pemerintahan.

(Angka kredit 0,04. Semua jenjang)

Satuan hasil : 2 jam pelajaran

Bukti Fisik : 

surat permintaan sebagai pengajar/pelatih/tutor/fasilitator di bidang pengawasan

b.
Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan, meliputi:

Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan sebagai: 

1)
Pemrasaran


(Angka kredit 3,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik 


Laporan hasil kegiatan dari seminar/lokakarya/konferensi

2)
Pembahas/moderator/narasumber


(Angka kredit 2,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik 


Laporan hasil kegiatan dari seminar/lokakarya/konferensi

3)
Peserta


(Angka kredit 1,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik 


Laporan hasil kegiatan dari seminar/lokakarya/konferensi

c.
Peran serta dalam ekpos hasil pengawasan.


Peran serta dalam ekpos hasil pengawasan sebagai:

1) Pemrasaran


(Angka kredit 2,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik 


Laporan hasil kegiatan dari ekpos hasil pengawasan

2) Pembahas/moderator/narasumber


(Angka kredit 1,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik 


Laporan hasil kegiatan dari ekpos hasil pengawasan

3) Peserta


(Angka kredit 0,50. Semua Jenjang)


Satuan hasil : laporan


Bukti Fisik 


Laporan hasil kegiatan dari ekpos hasil pengawasan

d.
Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan.




Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan sebagai:


1)
Ketua/Wakil Ketua


(Angka kredit 1,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : tahun


Bukti Fisik 

Kartu sebagai Ketua/Wakil Ketua dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan.

2)
Anggota


(Angka kredit 0,75. Semua Jenjang)


Satuan hasil : tahun


Bukti Fisik 

Kartu anggota dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan.

e.
Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan.




Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, meliputi:

Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan.

(Angka kredit 1,00. Semua jenjang)

Satuan hasil : tahun

Bukti Fisik

Kartu anggota tim penilai angka kredit



f.
Memperoleh penghargaan/tanda jasa.





Memperoleh penghargaan/tanda jasa, meliputi:

1)
Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:

a)
Nasional/internasional


(Angka kredit 3,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : tanda jasa


Bukti Fisik


Penghargaan/tanda jasa



b)
Provinsi



(Angka kredit 2,50. Semua Jenjang)



Satuan hasil : tanda jasa



Bukti Fisik

Penghargaan/tanda jasa






c)
Kabupaten/Kota






(Angka kredit 2,00. Semua Jenjang)






Satuan hasil : tanda jasa






Bukti Fisik


Penghargaan/tanda jasa

2) Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:

a)
30 (tiga puluh) tahun


(Angka kredit 3,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : tanda jasa


Bukti Fisik


Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

b)
20 (dua puluh) tahun


(Angka kredit 2,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : tanda jasa


Bukti Fisik


Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

c)
10 (sepuluh) tahun


(Angka kredit 1,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : tanda jasa


Bukti Fisik


Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

g.
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.


Memperoleh gelar kesarjaan lainnya, meliputi:

Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya meliputi:

1)
Doktor (S-3)


(Angka Kredit 15,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : Ijazah


Bukti Fisik


Ijazah Doktor (S-3)

2)
Pascasarjana (S-2)


(Angka Kredit 10,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : Ija zah


Bukti Fisik


Ijazah Pascasarjana (S-2)

3)
Sarjana (S-1)/Diploma IV


(Angka Kredit 5,00. Semua Jenjang)


Satuan hasil : Ijazah


Bukti Fisik


Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV

II. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL


Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

a. 
Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

b. 
Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.


Dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun maksud penyusunan formasi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan. 

Sedangkan tujuan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan ini adalah memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang berkompeten dalam penyusunan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan di lingkungan instansi.

A.
Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional

Formasi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan pada masing-masing satuan organisasi, disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya.


Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Pemerintahan berdasarkan pada lowongan formasi sesuai jenjang jabatan. Lowongan formasi terjadi apabila ada formasi jabatan yang baru/belum terisi, ada Pengawas Pemerintahan yang berhenti, meninggal dunia, pensiun dan peningkatan volume beban kerja dan pembentukan unit kerja baru.

Langkah-langkah penyusunan formasi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan antara lain:

a.
Melakukan inventarisasi seluruh kegiatan unsur utama (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, berikut perkiraan jumlah/volume output dari masing-masing butir kegiatan;

b. 
Melakukan inventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan jumlah jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan;

c.
Menghitung perkiraan volume kegiatan atau output Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan pada unit kerja pada tahun yang akan datang;

d. 
Menghitung waktu efektif penyelesaian per output kegiatan dengan cara membagi besaran angka kredit untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan rata-rata angka kredit per jam, sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan;

e. 
Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dengan cara mengalikan waktu efektif penyelesaian dengan volume kegiatan atau output kegiatan dalam satu tahun, dalam jenjang jabatan yang bersangkutan; dan

f. 
Menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan.
Perhitungan formasi jabatan fungsional meliputi:


1.
Perhitungan Total Formasi Jabatan Fungsional


Menghitung total formasi per jenjang jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dengan rumus sebagai berikut:


TFPP = w   x orang



      JKE

Catatan:

- 
TFPP adalah Total Formasi Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di bidang pengawasan pada unit pengawas dalam tahun yang dihitung;

- 
w adalah jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu;

- 
JKE adalah jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya satu tahun.


2.
Perhitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional

Menghitung Lowongan Formasi Pengawas Pemerintahan (LFPP) dengan cara sebagai berikut:

LFPP = TFPP - (JFPP + JPPM – JPPN – JPPB)

Catatan:

- 
LFPP adalah jumlah Lowongan Formasi Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;

- 
TFPP adalah Total Formasi Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;

- 
JFPP adalah jumlah Pengawas Pemerintahan yang ada saat ini;

- 
JPPM adalah perkiraan Jumlah Pengawas Pemerintahan yang Masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu;

- 
JPPN adalah perkiraan jumlah Pengawas Pemerintahan yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;

- 
JPPB adalah perkiraan Jumlah Pengawas Pemerintahan yang Berhenti dari jabatan Pengawas Pemerintahan jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Pejabat Pengawas Pemerintahan tersebut keluar dari jabatan Pengawas Pemerintahan karena berhenti atau pensiun;

C. Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional

1.
Formasi Jabatan Fungsional Pada Organisasi Pemerintah Pusat


a.
Formasi Jabatan Pengawas Pemerintahan di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;


b.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;


c.
Sebelum mengajukan usul formasi jabatan Pengawas Pemerintahan, masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

d. 
Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Pengawas Pemerintahan;

e. 
Asli Keputusan penetapan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan:

1) 
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);

2) 
Menteri Dalam Negeri;

3) 
Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran;

4) 
Kepala KPKN yang bersangkutan.
2.
Formasi Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Daerah

a.
Formasi jabatan Pengawas Pemerintahan di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah), setiap tahun anggaran ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/ Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);

b. 
Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

c. 
Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan Gubernur;

d. 
Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

e. 
Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan Pengawas Pemerintahan, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan; dan
f. 
Asli Keputusan penetapan formasi jabatan Pengawas Pemerintahan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan serta Menteri Dalam Negeri.

III. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.


Penetapan standar kompetensi untuk jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 


Penetapan Standar Kompetensi untuk jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah ditujukan untuk dipergunakan oleh Tim Penilai, Pejabat Kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebagai bahan acuan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

A.
Unsur Kompetensi

Standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi unsur pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional.

1. Pendidikan

a. Pendidikan Formal/Sekolah 


Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah harus memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang dipersyaratkan menjadi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli adalah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV (D IV).

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)



Terdapat dua jenis diklat, yaitu:

1) Diklat prajabatan adalah diklat yang diwajibkan bagi PNS yang akan memangku Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah.

2) Diklat Teknis Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian/ keterampilan yang lebih spesifik pada bidang pengawasan.

2. Pengetahuan


Unsur pengetahuan yang dimiliki adalah:

a. memahami pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

b. memahami pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

c. memahami pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

d. memahami pengawasan untuk tujuan tertentu; dan

e. memahami evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

3. Keahlian

Keahlian yang dimiliki oleh seorang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah adalah melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Sikap Profesional

Sikap Profesional yang dimiliki oleh seorang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah antara lain:

a. dapat merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang disusun dengan penuh tanggung jawab;

c. dapat menyusun laporan dari pekerjaan yang dihasilkan;

d. mampu mengembangkan diri;

e. disiplin; dan

f. mandiri.

B. Kualifikasi Pendidikan formal

Pegawai Negeri Sipil yang akan memangku jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah wajib mengikuti diklat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
1.
Kriteria Kualifikasi Pendidikan Formal

Kriteria untuk melakukan kualifikasi pendidikan formal mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. gelar atau sebutan pendidikan formal;

b. jurusan atau program studi pendidikan formal; dan

c. transkrip atau daftar mata kuliah yang diselesaikan.

2.
Prosedur Penetapan Kualifikasi Pendidikan Formal

Untuk memastikan bahwa pendidikan formal telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, maka Tim Penilai melakukan pemeriksaan terhadap Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal C, apabila dianggap sesuai maka Tim Penilai menerbitkan Surat Penetapan Kualifikasi Pendidikan Formal.

IV. SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL


Sertifikasi Pengawas Pemerintahan adalah proses pemberian sertifikat kepada Pengawas Pemerintahan, bertujuan untuk menilai profesionalisme Pengawas Pemerintahan guna menentukan kelayakan Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, melindungi profesi Pengawas Pemerintahan sebagai pengawas dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan proses dan hasil pengawasan serta mempercepat terwujudnya tujuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menteri Dalam Negeri menetapkan kuota peserta sertifikasi bagi Pengawas Pemerintahan dalam jabatan setiap tahun dengan mempertimbangkan usulan dari Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota.

Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Provinsi/ Inspektur Kabupaten/Kota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud di atas berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaporkan mutasi Pengawas Pemerintahan berikut sertifikasinya kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan data base.
V. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL

A.
Persyaratan Penyesuaian (inpassing)

1.
Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya, masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. khusus penyesuaian/inpassing dari jabatan fungsional Auditor, harus dilakukan dengan sangat selektif didasarkan pada beban tugas dan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan organisasi yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

2.
Pegawai Negeri Sipil Berpendidikan Diploma III dan masih menduduki jabatan struktural eselon IV/a pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berijazah Diploma III dan masih menduduki jabatan struktural eselon IV/a, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan melalui penyesuaian/inpassing dengan diberikan angka kredit sebagai berikut:

a.
pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang  III/b angka kredit 150 (seratus lima puluh);

b.
pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit 200 (dua ratus); dan

c. pangkat Penata Tingkat I golongan ruang  III/d angka kredit 300 (tiga ratus).

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas berlaku dengan persyaratan, bahwa yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa penyesuaian/inpassing.

B.
Periode Penyesuaian (inpassing)

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011.

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing yang telah dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya. 

VI. KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, karya tulis ilmiah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.
Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2.
Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan:

a.
Dalam bentuk buku

b.
Dalam majalah ilmiah

3.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan:

a.
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b.
Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI

4.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan:

a.
Dalam bentuk buku

b.
Dalam bentuk makalah

5.
Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan:

a.
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b.
Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI

6.
Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan:


a.
Dalam bentuk buku


b.
Dalam bentuk makalah

A.
Kriteria

1.
Kriteria Umum
a.
Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan.


Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang pengawasan.

2) Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah.

3) Materi penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain.

4) Memenuhi kriteria dipublikasikan.

b.
Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.


Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis di bidang pengawasan.

2) Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah.

3) Materi penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain.

4) Memenuhi kriteria tidak dipublikasikan.

c.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan.


Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan berikut:

1) Bertujuan untuk menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi di bidang pengawasan.

2) Dalam penyusunannya menggunkan metode ilmiah.

3) Materi tinjauan/ulasan ilmiah merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain.

4) Memenuhi kriteria dipublikasikan.

d.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.


Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan berikut:

1) Bertujuan untuk menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi di bidang pengawasan.

2) Dalam penyusunannya menggunkan metode ilmiah.

3) Materi tinjauan/ulasan ilmiah merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain.

4) Memenuhi kriteria tidak dipublikasikan.

e.
Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan.


Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Materi yang diterjemahkan/disadur adalah karya tulis ilmiah yang berupa buku atau artikel pada suatu media massa atau makalah yang merupakan hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi ataupun berupa tinjauan/ulasan ilmiah/penulisan populer di bidang pengawasan yang penerbitan aslinya menggunakan suatu bahasa tertentu yang dialihbahasakan ke dalam bahasa yang lain. 

2) Materi tersebut terkait dengan perkembangan dan kemajuan pengawasan.
3) Materi tersebut belum pernah diterjemahkan atau disadur oleh orang lain.
4) Memenuhi kriteria dipublikasikan.


f.
Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan.


Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Materi yang diterjemahkan/disadur adalah karya tulis ilmiah yang berupa buku atau artikel pada suatu media massa atau makalah yang merupakan hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi ataupun berupa tinjauan/ulasan ilmiah/penulisan populer di bidang pengawasan yang penerbitan aslinya menggunakan suatu bahasa tertentu yang dialihbahasakan ke dalam bahasa yang lain. 

2) Materi tersebut terkait dengan perkembangan dan kemajuan pengawasan.
3) Materi tersebut belum pernah diterjemahkan atau disadur oleh orang lain.
4) Memenuhi kriteria tidak dipublikasikan.



2.
Kriteria Publikasi

a.
Kriteria Dipublikasi

1) Dipublikasikan dalam bentuk buku

Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk buku dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) 
Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional.

b) 
Mempunyai nomor International Standard of Book Numbers (ISBN).

c) 
Sekali terbit minimal 300 eksemplar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit.

d) 
Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat.

2) 
Dipublikasikan dalam bentuk artikel pada majalah ilmiah atau media massa lainnya

Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk artikel pada majalah ilmiah atau media massa lainnya dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) 
Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh media massa.

b) 
Mempunyai nomor International Standard of Serial Numbers (ISSN).

c) 
Dimuat pada halaman atau kolom khusus yang memang ditujukan untuk pemuatan Karya Tulis Ilmiah.

3) 
Dipublikasikan melalui situs internet (website)

Karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel yang dimuat pada situs internet (website) dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan diterbitkan melalui website suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga pemerintah eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah atau website dari media massa yang telah memiliki ISSN.
b.
Kriteria Tidak Dipublikasikan

Untuk Karya Tulis Ilmiah yang tidak dipublikasikan, dokumentasi hasil hendaknya dituangkan dalam bagian-bagian yang sistematis sesuai dengan jenis karya tulis ilmiah, sebagaimana berikut:

1) 
Dokumentasi dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan prasaran dalam bentuk buku dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a)
Berisi lebih dari 5.000 kata atau minimal 20 halaman kertas ukuran A4 dengan spasi tunggal dan karakter huruf Arial, ukuran 11.

b)
Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diklat.

c)
Didokumentasikan pada perpustakaan unit organisasi.

d)
Setidaknya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

(1) Bagian awal, yang terbagi atas:

(a)
Halaman judul

(b)
Halaman abstrak (sinopsis)

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil tinjauan/ulasan ilmiah secara menyeluruh tetapi singkat. Diusahakan cukup satu halaman, yaitu tentang judul lengkap, topik obyek pembahasan dan periode pengamatan, serta isi abstraknya sendiri yang berupa tujuan, subjek, metodologi, dan kesimpulan.

(c)
Kata pengantar

(d)
Daftar isi

(e) Daftar tabel (jika ada)

(f) Daftar gambar/grafik (jika ada)

(2) Bagian tubuh utama, yang terbagi atas:

(a)
Bagian pendahuluan


Proporsi bagian ini adalah 4% s.d 7% dari isi buku, yang berisikan:
· Latar belakang

· Identifikasi masalah

· Pembatasan masalah

· Perumusan masalah

(b) Bagian landasan teori


Proporsi bagian ini adalah 12% s.d 17% dari isi buku, yang berisikan:

· Teori pendukung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (referensi teori pendukung berasal dari buku/literatur edisi yang terbaru, karena filosofi pengembangan profesi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan mengharuskan selalu mempelajari buku/literatur yang berasal dari perkembangan terakhir)

· Hasil tinjauan sebelumnya sepanjang dilakukan secara ilmiah

(c) Bagian pengungkapan permasalahan


Proporsi bagian ini adalah 27% s.d 32% dari isi buku, yang berisikan fakta atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan.

(d) Bagian uraian dan analisa tinjauan/ulasan ilmiah


Proporsi bagian ini adalah 40% s.d 50% dari isi buku, yang berisikan pembahasan/analisa atas fakta yang ada dengan teori.

(e) Bagian simpulan


Proporsi bagian ini adalah 3% s.d 7% dari isi buku.

Pengaturan proporsi dilakukan hanya untuk karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan. Pengaturan proporsi tersebut dilakukan agar karya tulis ilmiah yang disusun lebih mengutamakan pendalaman analisis.

(3) Bagian akhir

Bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

2)
Dokumentasi karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Berisi lebih dari 2.500 kata atau minimal 10 halaman kertas ukuran A4 dengan spasi tunggal dan karakter huruf Arial, ukuran 11.

b) Penampilan makalah : cover/sampul depan dicetak, manuskrip dicetak, bentuk makalah sebagaimana layaknya suatu makalah.

c) Didokumentasikan pada perpustakaan unit organisasi.

d) Setidaknya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

(1) Bagian awal, yang merupakan halaman judul.

(2) Bagian tubuh utama

(a)
Bagian pendahuluan
(b)
Bagian isi, yang berisikan teori pendukung yang relevan dan pembahasan masalah. Bagian ini biasanya dapat terdiri atas sub-sub bahasan dan masing-masing sub-sub bahasan dapat terdiri atas beberapa paragraf.

(c)
Bagian simpulan, yang berupa ringkasan hasil pembahasan.

(3) Bagian akhir

Bagian akhir dari tinjauan/ulasan ilmiah yang berisikan daftar pustaka.

3.
Kriteria Hasil

a.
Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.


Bukti fisik yang harus disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan untuk dapat dilakukan pengujian adalah:

1)
Buku asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh kepala/pimpinan unit organisasi.

2)
Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah atau media massa lainnya yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

3)
Hasil download dari website dimana karya tulis ilmiah dimuat dengan identitas lengkap alamat situs dan tanggal pemuatan yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

b.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Bukti fisik yang harus disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan untuk dapat dilakukan pengujian adalah:

1)
Buku asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh kepala/pimpinan unit organisasi.

2)
Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

3)
Makalah asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit organisasi.

4)
Hasil download dari website dimana karya tulis ilmiah dimuat dengan identitas lengkap alamat situs dan tanggal pemuatan yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

c.
Terjemahan/saduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawas pemerintahan daerah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.


Bukti fisik yang harus disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan untuk dapat dilakukan pengujian adalah:

1)
Buku asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

2)
Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

3)
Makalah asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

4)
Hasil download dari website dimana karya tulis ilmiah dimuat dengan identitas lengkap alamat situs dan tanggal pemuatan yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

B.
Penyajian

Penyajian karya tulis ilmiah berikut ini merupakan bentuk penyajian ideal yang dalam praktiknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan dan keputusan dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.


1.
Penyajian Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau artikel pada suatu majalah ilmiah dapat berupa:

a. 
Hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengawas pemerintahan daerah.

b. 
Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawas pemerintahan daerah.

c.
Terjemahan/saduran buku di bidang pengawas pemerintahan daerah.
Format/bentuk penyajian untuk Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme editorial yang dilakukan oleh pihak penerbit ataupun redaktur dari majalah/media massa, atau pengelola website tersebut.


2.
Penyajian Karya Tulis Ilmiah yang Tidak Dipublikasi

Karya Tulis Ilmiah yang tidak dipublikasikan, didokumentasikan dalam bentuk buku atau makalah dan dapat berupa:

a.
Hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengawas pemerintahan daerah. 

b.
Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan.

c.
Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan.

Format penyajian untuk Karya Tulis Ilmiah yang tidak dipublikasikan diatur sebagai berikut:



a.
Cara Penulisan yang Baik dan Benar

Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang baik dan benar adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

1) Penulisan Sub-bab dan Rincian Selanjutnya

Penulisan sub-bab harus menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Sementara itu untuk penulisan rincian selanjutnya (misalnya sub dari sub-bab) dapat menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata dan tidak diakhiri dengan tanda titik atau hanya menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan diakhiri dengan tanda titik.

Contoh:

a.
Ketentuan Penyusunan

Terdapat beberapa ketentuan mengenai suatu penyusunan laporan hasil pengawasan, yaitu sebagai berikut :

1. Warna Tinta


atau

2. Warna tinta.

2)
Isi Masing-masing Butir Perincian Lebih Lanjut

Penulisan butir rincian lebih lanjut dari sub-bab atau sub dari sub-bab diakhiri dengan tanda titik apabila perincian tersebut menggunakan kata yang diawali dengan huruf kapital (contoh 1), sedangkan apabila tidak diawali dengan huruf kapital maka menggunakan tanda koma atau titik koma (contoh 2).

Contoh 1:
A.
Ketentuan Penyusunan

   
Terdapat beberapa ketentuan mengenai suatu penyusunan   laporan hasil pengawasan, yaitu sebagai berikut :

1.  
Warna Tinta

Untuk penggunaan warna tinta diatur sebagai berikut:

a. 
Pengendali Mutu menggunakan tinta warna hitam.

b. 
Pengendali Teknis menggunakan tinta warna hijau.

c. 
Ketua Tim dan Anggota Tim menggunakan tinta warna biru.

Contoh 2:
A. 
Ketentuan Penyusunan

Terdapat beberapa ketentuan mengenai suatu penyusunan laporan hasil pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. 
Warna Tinta

Untuk penggunaan warna tinta diatur sebagai berikut :

a. 
pengendali mutu menggunakan tinta warna hitam;

b. 
pengendali teknis menggunakan tinta warna hijau;

c. 
ketua tim dan anggota tim menggunakan tinta warna biru.

3) Kutipan Gambar atau Tabel dari Penulis Lain

Apabila digunakan gambar atau tabel dari penulis lain, maka masing-masing gambar atau tabel tersebut disebutkan sumbernya seperti dalam penulisan catatan kaki (lebih lanjut mengenai catatan kaki dapat dilihat pada uraian terkait) sebagaimana tampak pada contoh 3.

b.
Penomoran Bagian-Bagian Isi

Penomoran dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang lazim sesuai dengan urutan turunan penjelasan. Untuk bab digunakan angka romawi (I, II, dan seterusnya), sedangkan untuk bagian-bagian dari bab (sub-bab dan rincian selanjutnya) digunakan kerangka penomoran dengan urutan sebagaimana berikut:

A.

     1.

     2.

           a.

           b.

      1)

      2)

 a)

 b)

       (1)

       (2)


   (a)


   (b)

B.
1.

2. dst

Angka romawi menunjukkan bagian utama atau dalam hal ini adalah bab. Huruf kapital menunjukkan sub-bab, dan seterusnya untuk perincian berikutnya. Perlu diperhatikan disini adalah kesesuaian judul (sub-judul) yang berkaitan. Maksudnya jika judul untuk sub-bab (yang menggunakan huruf kapital misal A) menggunakan kata benda maka semua sub-bab yang lainnya (B, C, dan seterusnya) harus juga menggunakan kata benda. Demikian pula untuk pembagian atau rincian yang lain.

c.
Alinea (Paragraf)

1) Kesatuan (unity)

Setiap paragraf atau alinea hanya mengandung satu gagasan utama. Salah satu cara yang sangat baik untuk menghindari bercampurnya beberapa gagasan utama dalam satu alinea ketika mengembangkan suatu alinea adalah penggunaan kalimat inti atau kalimat kunci (topic sentence).

2) Pengembangan (expansion)

Suatu alinea sebaiknya tidak hanya terdiri dari satu kalimat (gagasan utama saja). Suatu alinea yang utuh biasanya meliputi gagasan utama (kalimat inti) dan pengembangannya.

Ada banyak peluang untuk mengembangkan gagasan utama. Merinci atau menjelaskan unsur-unsur gagasan utama merupakan salah satu peluang tersebut.

Contoh lainnya, jika tekanan akan diberikan pada hubungan sebab-akibat, maka uraian dapat diarahkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”.

3) Koherensi

Suatu alinea yang baik akan memudahkan pemahaman dan mengikuti gagasan utama dan dukungannya. Hal ini sangat ditentukan oleh kesatuan dan pengembangan alinea tersebut. Selain itu, sistematika dan urutan dalam penyampaian gagasan juga penting. Untuk itu, gunakanlah kata kunci dan kata atau frasa penghubung yang sesuai (misalnya: karena itu, dengan demikian, dsb) sebagai sarana untuk mengendalikan kejelasan dan konsistensi.

4) Kalimat efektif

Kesatuan, kejelasan, dan konsistensi hanya dapat dicapai dengan menyusun kalimat efektif. Oleh sebab itu, perhatikan struktur kalimat (subyek, predikat, keterangan, dan seterusnya) agar kalimat yang tersusun bukan kalimat yang rancu.

5) Penulisan

Mulai penulisan suatu alinea selalu menjorok ke dalam pada ketukan keenam. Jika dalam suatu alinea terdapat kalimat yang penghabisannya tidak sampai penuh ke marjin kanan, maka kalimat berikutnya (untuk alinea yang sama) harus menggunakan ruang yang tersisa. Jadi tidak dimulai dari marjin kiri. Perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan harus rata kanan, kecuali ujung kalimat terakhir pada alinea yang bersangkutan.

d. Penggunaan Catatan Kaki

Penggunaan data atau gagasan pihak lain yang belum dianggap umum (sebagai milik publik) harus ditunjukkan sumbernya (referensi) dengan memberikan catatan kaki. Perlu ditegaskan pula bahwa terdapat cara-cara lain yang bisa digunakan untuk keperluan ini, tetapi untuk Karya Tulis Ilmiah yang ditetapkan adalah penggunaan catatan kaki.

Ketentuan umum mengenai penggunaan catatan kaki adalah sebagai berikut:

1) Catatan kaki harus berada di halaman yang sama dengan nomor kutipan.

2) Pisahkan catatan kaki dengan teks.

3) Penomoran catatan kaki sama dengan kutipan, yakni menggunakan angka arab dan ditulis setengah spasi di atas baris.

4) Jarak baris dalam suatu catatan kaki adalah satu spasi, dan jarak antar catatan kaki adalah dua spasi.

5) Penulisan catatan kaki dimulai pada ketukan ke-6.

Catatan kaki yang pertama untuk suatu sumber/acuan harus mencakup semua informasi yang diperlukan, yang antara lain meliputi:

1) Nama pengarang yang ditulis lengkap dengan urutan normal.

2) Judul karya tulis (buku atau artikel).

3) Tempat dan nama penerbit.

4) Edisi atau volume dan nomor penerbitan (jika ada).

5) Nomor halaman.

Penulisan catatan kaki acuan ini berbeda-beda tergantung pada jenis sumber atau acuannya. Berikut ini dijelaskan penulisan catatan kaki sesuai dengan sumbernya.

1) Untuk penulisan catatan kaki pertama yang bersumber dari Buku Teks, berlaku ketentuan-ketentuan berikut:

a) Nama pengarang ditulis dengan urutan normal dan diikuti dengan koma sebelum judul buku yang bersangkutan.

b) Judul buku digarisbawahi (atau huruf miring)

c) Setelah judul buku dan edisi (jika ada), tidak perlu koma, tetapi langsung kota penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan yang dituliskan di dalam tanda kurung.

d) Nomor halaman dituliskan setelah tanda kurung penutup dan didahului dengan koma.

e) Catatan kaki diakhiri tanda titik sebagai penutup.

f) Kecuali nama (pengarang, kota, dan penerbitnya) dan judul buku, semua ditulis dalam bahasa Indonesia.

Contoh:

1A. R. Tenner dan I.J. DeToro, Total Quality Management: Three Steps to Continous Improvement (Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1992), hal. 34-35.

2Charles T. Horngren dan George Foster, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, edisi ke-7 (Englewood Cliffs, N.J.: Printice-Hall, Inc., 1991), hal. 4.

3Barry E. Cashing, Sistem Informasi Akuntansi dan OrganisasiPerusahaan, Penerjemah Ruchyat Kosasih, edisi ke-3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hal. 12.

4Wahyudi Prakarsa, “Pengukuran Kinerja Perusahaan sebagai Alat Peningkatan Efisiensi Operasi BUMN”, Strategi Pembiayaan dan Regrouping BUMN: Upaya Menciptakan Sinergi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing BUMN, penyunting Toto Pranoto, Yuli Setiono, dan Ferdy Nggao (Jakarta: Publikasi Lembaga Management FEUI, 1994), hal. 66.

2) Untuk penulisan catatan kaki pertama yang bersumber dari Majalah/Jurnal Ilmiah Berkala, berlaku ketentuan-ketentuan berikut:

a) Nama pengarang ditulis dengan urutan normal dan diikuti dengan koma.

b) Judul artikel ditulis lengkap dalam tanda petik diikuti dengan koma sebelum tanda kutip penutup.

c) Nama majalah/jurnal, digarisbawahi, diikuti dengan koma.

d) Nomor volume (tanpa singkatan Vol.), dengan angka arab, diikuti dengan koma kecuali unsur berikutnya ditulis dalam tanda kurung. Nomor volume harus ditiadakan jika setiap terbitan majalah/jurnal tersebut diberi halaman baru. Sebagai gantinya adalah tanggal yang diikuti dengan koma dan tidak dituliskan dalam tanda kurung.

e) Nomor penerbitan atau nama penerbitan perlu diberikan hanya jika penomoran halaman pada terbitan tersebut adalah tersendiri dan bulan penerbitan tidak diberikan.

f) Bulan (jika diperlukan) dan tahun, ditulis dalam tanda kurung, diikuti dengan koma. Jika diketahui secara pasti bahwa semua edisi/terbitan suatu majalah/jurnal jatuh dalam suatu tahun kalender, gunakan hanya tahun. Tahun tersebut harus selalu didahului dengan bulan atau musim jika penomoran halaman majalah/jurnal tersebut tersendiri untuk setiap edisi.

g) Nomor halaman (dengan angka arab) diikuti dengan titik, kecuali ada tambahan informasi. Gunakan singkat “hal.” Hanya jika nomor volume tidak dimasukkan dalam acuan.

Contoh:

9H. Thomas Johnson, “Activity-Based Information: A Blueprint for Worldclass Management Accounting”, Management Accounting (Juni 1988), hal. 30.

10J. Crespi dan J. Harris, “Joint Cost Allocation Under the Natural Gas Act: An Historical Review”, Journal of Extractive Industries, (Summer 1983), hal. 1333-1342.

11Benjamin DeMott, “Saul Bellow and the Dogmas of Possibility”, Saturday Review, 7 Feb. 1970, hal. 1333-1342.

12Robert S. Duboff, “Marketing to Maximize Profitability,” Journal of Business Strategy, 13, No. 6 (1992), 10-13.

3) Untuk penulisan catatan kaki yang bersumber dari Dokumen-dokumen Publik, cara penulisan catatan kaki untuk sumber-sumber ini tidak dapat dibakukan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan informasi yang diperlukan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui acuan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan dokumen publik adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan, seperti organisasi profesi, untuk kepentingan masyarakat umum.

Contoh:

15Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting Standards No. 12, “Accounting for Certain Marketabel Securities” (Stamford: FASB, 1975) par. 8.

16Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997, “Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP” (Jakarta: BPKP, 5 Maret 1997), Angka II-A.

4) Untuk penulisan catatan kaki untuk acuan-acuan (referensi) berikutnya dapat dituliskan dengan ringkas, tetapi jelas. Untuk keseragaman, catatan kaki seperti ini dituliskan dengan menggunakan singkatan-singkatan Latin ibid. atau op. cit.

a) Ibid.

“Ibid.” adalah singkatan dari “ibidem” (di tempat yang sama). Singkatan ini dapat digunakan jika catatan kaki berikutnya sama dengan sebelumnya, tanpa diselingi oleh catatan kaki untuk sumber lain.

(1) Jika halaman yang dikutip sama persis, maka catatan kaki berikutnya cukup ditulis “Ibid.”


Contoh:

15Charles T. Horngren dan George Foster, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, edisi ke-7 (Englewood Cliffs, N.J.: Printice-Hall, Inc., 1991), hal. 4.

16Ibid.

(2) Jika halaman yang dikutip berbeda, maka halaman yang bersangkutan harus diberikan.


Contoh:

15Charles T. Horngren dan George Foster, Cost Accounting : A Managerial Emphasis, edisi ke-7 (Englewood Cliffs, N.J.: Printice-Hall, Inc., 1991), hal. 4.

16Ibid., hal. 10.

b)
Op. cit.

“Op. cit.” adalah singkatan dari “opere citato”, yang artinya “dalam karya yang dikutip”. Singkatan ini digunakan untuk menuliskan catatan kaki dari acuan yang sama dengan sebelumnya tetapi sudah diselingi oleh acuan lain.

Contoh: 

15Charles T. Horngren dan George Foster, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, edisi ke-7 (Englewood Cliffs, N.J.: Printice-Hall, Inc., 1991), hal. 4.

16Benjamin DeMott, “Saul Bellow and the Dogmas of

Possibility”, Saturday Review, 7 Feb. 1970, hal. 1333-1342.

17Charles T. Horngren dan George Foster, op. cit.,   hal. 10.

Jika sebelumnya lebih dari satu judul buku oleh penulis yang sama telah dikutip, maka catatan kaki berikutnya harus menyertakan pula judul buku/karangan sesingkat mungkin setelah nama penulis.

Contoh:

15Charles T. Horngren dan George Foster, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, edisi ke-7 (Englewood Cliffs, N.J.: Printice-Hall, Inc., 1991), hal. 4.
16Charles T. Horngren dan George Foster, Management Accounting, edisi ke-5 (Englewood Cliffs, N.J.: Printice-Hall, Inc., 1993), hal. 269.

e. 
Marjin (Batas Tepi Teks), Spasi (Jarak baris), dan Ukuran kertas

Untuk Karya Tulis Ilmiah yang didokumentasikan dalam bentuk makalah, marjin yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) 
marjin kiri 
= 1,5 inci

2)
marjin kanan 
= 1 inci

3)
marjin atas 
= 1,5 inci

4)
marjin bawah 
= 1,5 inci

Spasi dalam teks makalah adalah dua spasi, sedangkan untuk kutipan langsung yang lebih dari empat baris, catatan kaki dan daftar pustaka, jarak baris adalah satu spasi (jarak antar catatan kaki atau unsur dalam daftar pustaka adalah dua spasi). Ukuran kertas yang diperkenankan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah kertas putih kuarto (Q4 / 8,5 inci x 11 inci) dengan berat 60 – 80 gram.

f. 
Penomoran Halaman

Nomor halaman menggunakan angka arab (1, 2, dst) dan diberikan secara berurutan dari Bab I hingga daftar pustaka. Untuk nomor halaman pada Bagian Pendahuluan (kecuali halaman judul) digunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst).

g. 
Penggunaan Kutipan

Pada dasarnya terdapat dua cara untuk mengutip suatu sumber, yaitu secara langsung (asli) dan secara tidak langsung (menyadur). Kutipan langsung adalah kutipan yang mengambil secara persis kata demi kata dari sumbernya. Sedangkan kutipan secara tidak langsung adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri.

Kedua jenis kutipan tersebut diperkenankan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kutipan, yaitu:

1) 
Kutipan haruslah relevan dengan masalah yang sedang dibahas dan hendaknya tidak terlampau panjang.

2)
Jika penyaduran (kutipan tidak langsung) mengakibatkan perubahan arti dan kesalapahaman, maka kutipan langsung merupakan pilihan terbaik.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penulisan kutipan:

1)  Kutipan langsung (asli), kurang dari empat baris.

Kutipan langsung yang kurang dari empat baris ditulis sebagai bagian dari kalimat dengan memberikan tanda kutip pembuka dan penutup. Perhatikan bahwa tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup kalimat. Permulaan kutipan menggunakan huruf capital.

Contoh:

Sementara itu, Horgren dan Sundem mendefinisikan sistem akuntansi sebagai berikut: “An accounting system is a formal means of gathering and communicating data to aid and coordinate collective decisions in light of the overall goals or objectives of an organization”.2
Jika kutipan tersebut merupakan bagian dari tata bahasa, kutipan tersebut tidak dimulai dengan huruf capital.

Contoh:

Sementara itu, Horgren dan Sundem mendefinisikan sistem akuntansi adalah “an accounting system is a formal means of gathering and communicating data to aid and coordinate collective decisions in light of the overall goals or objectives of an organization”.2

2)  Kutipan langsung (asli), lebih dari empat baris.

Kutipan langsung yang terdiri dari lima baris atau lebih ditulis sebagai berikut :

a) tersendiri, tidak masuk ke dalam kalimat;

b) menjorok kedalam setelah lima ketukan, dan jika awal kutipan tersebut adalah awal suatu alinea, maka baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11; dan

c) dengan jarak baris satu spasi.

Contoh:

Mengenai peranan computer dalam system informasi manajemen, Davis dan Olson mengemukakan sebagai berikut: Conseptually, a management information system can exist without computers, but it is the power of the computers which make MIS feasible. The questions is not whether computers should be used in management information systems, but the extent to which information use should be computerized.12
Dalam hubungan ini, Horngren dan Foster menegaskan bahwa: Accounting systems should serve multiple decision process, and there are different measures of cost for different purposes. The most economically feasible approach to designing a management accounting system is to assume some common wants for a variety of decisions and choose cost objects for routine data accumulation in light of these wants. 12

3)
Elips.

Elips adalah kutipan langsung yang tidak perlu lengkap, karena terdapat beberapa bagian yang tidak relevan dan tidak berpengaruh jika dihilangkan.

Selain ketentuan-ketentuan umum di muka (spasi, tanda kutip, dll), ketentuan tambahan untuk kutipan semacam ini adalah sebagai berikut:

a)
Jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, maka mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik. Demikian juga jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut.

Contoh:

Basalamah mendefinisikan blok sampling sebagai “… pemilihan beberapa

pos (item) secara berurutan. Begitu pos pertama … telah dipilih maka pospos lainnya di dalam blok tersebut akan terpilih secara otomatis”.15
Dalam hubungannya dengan rancangan sistem akuntansi ini, Horngren dan Foster menegaskan sebagai berikut :

… there are different measures of cost for different purposes. The most economically feasible approach to designing a management accounting system is to assume some common wants for a variety of decisions and choose cost objects for routine data accumulation in light of these wants.15

b)
Jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup.

Contoh:

Plankett dan Attner mengemukakan: “Production technology is important because it directly influences organization structure. The structure must fit the technology ….”19

4) Kutipan dengan saduran.

Untuk kutipan yang sudah diubah dengan menggunakan kata-kata sendiri tanda kutip tidak perlu diberikan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bawa catatan kaki tetap diberikan.

5) Penomoran

Untuk tujuan pemberian catatan kaki, setiap kutipan (baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung) harus diberi nomor secara berurutan, dengan menggunakan angka arab. Angka ini ditempatkan di akhir kutipan dan ditulis setengah spasi di atas baris terakhir kutipan. (Lihat juga uraian tentang catatan kaki).

h. Penggunaan Tabel dan Gambar

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah, terkadang harus mencantumkan tabel dan gambar, baik yang dibuat sendiri maupun mengutip dari sumber lain. Tabel merupakan susunan dari bahan-bahan yang mengandung angka-angka yang dibuat secara sistematis, biasanya terdiri dari beberapa kolom. Sedangkan yang dimaksud dengan gambar adalah bentuk-bentuk tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai tabel, misalnya cetak biru (blueprint atau bestek), bagan atau denah, lukisan, grafik, peta, dan sejenisnya.

Aturan-aturan berikut ini berlaku apabila dalam Karya Tulis Ilmiah bermaksud memasukkan tabel dan gambar:
1) Setiap tabel atau gambar harus berisi satu jenis informasi saja, dan hendaknya dilakukan sesingkat dan sesederhana mungkin.

2) Tabel dan gambar diupayakan tidak terpotong oleh halaman.

3) Tempatkan tabel dan gambar sedekat mungkin dengan uraiannya di dalam teks, tetapi tabel dan gambar tersebut tidak boleh mendahului uraiannya.

4) Uraian mengenai isi tabel hendaknya ringkas dan jelas, dan tabel hendaknya dibuat sejelas mungkin. Sehingga pembaca dapat memahami uraian dalam teks tersebut tanpa harus melihat tabelnya atau memahami tabel tanpa harus membaca uraiannya. Hindari penulisan menempatkan angka atau perhitungan-perhitungan yang terlalu banyak dalam teks.

5) Dalam teks, sebutkan atau tunjukkan tabel dan gambar tersebut dengan menyebutkan angka, misalnya “Tabel 3.1”, “Tabel IV-1”, “Tabel 1”, “Gambar 1.1” atau “Gambar 1-1”. Hindari penggunaan kata-kata yang membingungkan seperti “tabel di atas” atau “bagan di bawah ini” dan sebagainya.

6) Nomor dan judul tabel atau gambar hendaknya diletakkan di bagian atas dari tabel atau gambar tersebut bukan di bawahnya dan diletakkan ditengah-tengah kertas (center). Jarak antara teks dengan tulisan tabel atau gambar adalah dua spasi, sedangkan jarak antara tulisan tabel atau gambar dengan nama tabel atau gambar tersebut adalah satu spasi.

7) Apabila digunakan gambar, maka harus dibuatkan legenda (legend) yang menjelaskan mengenai maksud dari gambar tersebut.

8) Apabila tabel yang dibuat terdiri dari beberapa kolom dan salah satunya merupakan perkalian atau pembagian dari kolom-kolom tertentu, maka dapat diberi nomor kolom dengan menggunakan angka arab (1,2 dan seterusnya), sehingga tidak perlu menuliskan “perkalian” atau “pembagian” melainkan cukup dituliskan “1 X 3” atau “5 : 2” dsb.

9) Apabila tabel dan gambar tersebut diambil dari tabel atau gambar orang lain, maka pada bagian bawah dari tabel atau gambar tersebut dituliskan sumbernya sebagaimana dalam menuliskan catatan kaki untuk pertama kali meskipun sumber tersebut sebelumnya telah dikutip (tidak boleh menggunakan ibid. ataupun op cit).

10) Apabila penulis mengolah tabel atau gambar tersebut dari sumber lain, maka tetap harus disebutkan sumbernya, tetapi didahului dengan kata “Diolah dari …” dan diikuti dengan penulisan sumbernya, sebagaimana dalam menuliskan catatan kaki untuk pertama kali.

i. 
Daftar Pustaka

Daftar pustaka meliputi sumber bahan-bahan yang dipakai dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah. Daftar ini memberikan kepada pembaca suatu indikasi terbatas mengenai informasi, fakta, atau pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut penggunaan daftar pustaka adalah:

1) Daftar pustaka hanya meliputi acuan yang benar-benar dipakai dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah, yaitu yang dikutip dalam catatan kaki.

2) Sumber-sumber yang benar berkaitan boleh dimasukkan, tetapi yang tidak mempunyai nilai dalam penyusunan dapat tidak dimasukkan walaupun sumbersumber tersebut diteliti atau dibaca.

Pada dasarnya informasi yang dimasukkan dalam daftar pustaka adalah serupa dengan catatan kaki. Perbedaannya hanya terletak pada urutan dan tanda baca. Bentuk penyajian daftar pustaka adalah sebagai berikut:

1) Disusun secara berurutan menurut abjad dari nama belakang penulis.

2) Baris pertama ditulis dari marjin kiri, sedang baris-baris berikutnya dituliskan menjorok pada ketukan keenam.

3) Jarak baris untuk setiap entri atau acuan adalah satu spasi, sedangkan  jarak antaracuan adalah dua spasi.

Pengaturan penyajian daftar pustaka untuk buku-buku teks adalah sebagai berikut:

1) Nama pengarang: nama belakang diikuti dengan nama depan dan tengah yang diakhiri dengan titik. Jika pengarang lebih dari satu, hanya nama pengarang pertama yang disusun sesuai dengan ketentuan tersebut.

2) Tuliskan nama pengarang selengkap mungkin, hindari penyingkatan kecuali sumber yang bersangkutan menggunakan nama singkatan.

3) Jika dalam daftar pustaka terdapat lebih dari satu sumber dari pengarang yang sama, jangan ulangi penulisan nama pengarang yang bersangkutan, tetapi digunakan garis sepanjang 12 ketukan dari marjin kiri yang diikuti dengan titik.

4) Gunakan garis bawah untuk judul buku atau tanda kutip untuk bagian buku yang diambil sebagaimana dalam penulisan catatan kaki. Akhiri judul buku dengan titik.

5) Nama penyunting atau penerjemah ditulis dengan “Peny.” Atau “Penerj.” Dapat pula ditulis lengkap.

6) Tuliskan nomor edisi, kecuali edisi pertama, dengan menggunakan huruf arab (misal edisi ke-2) tanpa diikuti oleh tanda baca apa pun.

7) Nama seri dituliskan tanpa tanda kutip dan tidak digarisbawahi, diikuti dengan koma, diikuti dengan nomor seri yang bersangkutan dengan angka arab (misal Volume 3, No. 3, atau hanya 3), dan diakhiri dengan titik.

8) Tempat, penerbit, dan tanggal penerbitan, diikuti dengan titik. Jika terdapat beberapa tempat penerbitan, gunakan tempat pertama. Demikian pula, jika ada beberapa tanggal/tahun penerbitan, gunakan tanggal/tahun yang terakhir, kecuali studi yang dilakukan secara khusus berhubungan dengan edisi yang sebelumnya.

9) Nomor halaman dituliskan dengan angka arab, didahului dengan koma dan diikuti dengan titik.

Pengaturan penyajian daftar pustaka untuk majalah/jurnal berkala adalah serupa dengan penulisan dalam catatan kaki, kecuali tiga hal berikut:

1) Nama pengarang ditulis dari marjin kiri, tanpa nomor, dan untuk baris kedua dan seterusnya dituliskan menjorok lima ketukan. Nama dituliskan dengan urutan terbalik yang diakhiri dengan titik.

2) Judul diakhiri dengan titik (bukan koma).

3) Nomor halaman diberikan untuk seluruh halaman yang memuat artikel yang bersangkutan, bukan hanya nomor halaman yang dikutip.

Pengaturan penyajian daftar pustaka untuk dokumen publik dan sumber-sumber lain adalah sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan mengenai catatan kaki, karena cokumen publik ini sangan bervariasi, maka bentuk penulisan dalam daftar pustaka tidak bisa dibakukan. Hal terpenting adalah kecukupan informasi bagi pembaca.
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